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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

 
 

Nama Paket : PW-12 : Pengawasan Teknis  Rehabilitasi  Ruas Jalan Balauring - 

Wairiang 
  

1. LATAR 
BELAKANG 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini 
Bidang Bina Marga, bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan 
Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Provinsi di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang). 
Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan 
rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di 
dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu Team 
yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur didalam melaksanakan pengawasan teknis pada 
lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. 
Team pengawas dimaksud, adalah Penyedia Jasa Konsultansi 
pekerjaan pengawasan teknis/supervisi konstruksi. 
Setiap perusahaan Konsultan Pengawasan, pemiliknya, direksi dan 
stafnya yang gagal menjalankan tugas yang tercantum dalam 
Kerangka Acuan ini secara profesional akan mendapatkan sanksi yang 
ditetapkan pada Pasal 17. 
 
 

2. MAKSUD DAN 
TUJUAN 

Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini, adalah untuk : 
a. Membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi 

Nusa Tenggara Timur di dalam melakukan pengawasan teknis 
terhadap kegiatan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang) di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang), berhubung adanya 
keterbatasan tenaga Dinas yang bersangkutan, baik dari segi 
jumlah maupun dari segi kualifikasinya; 

b. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh 
Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) di 
lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan 
spesifikasinya; 

c. Memberi kepastian dan jaminan kepada Pengguna Jasa bahwa 
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang) sesuai dengan spesifikasi dan 
persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak 
beserta lampirannya;    

d. Membuat dan atau membantu menyelesaikan revisi desain, 
bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan 
kondisi di lapangan. 

 

Adapun tujuannya adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di 
lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang 
memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat 
mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya, tepat waktu dan tepat 
administrasi. 
 

3. LOKASI Lokasi Konsultansi Supervisi adalah  [pemeliharaan 
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PEKERJAAN rutin,pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi] pada dan 
sepanjang ruas jalan berikut : 
1. Rehabilitasi Ruas Jalan Balauring – Wairiang  di Kabupaten 

Lembata; 
 

     
4. ANGGARAN 

PENGAWASAN 
Anggaran untuk penugasan ini adalah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima 
Puluh Juta Rupiah) yang didanai melalui Dana Alokasi Umum 
 

5. NAMA DAN 
LEMBAGA 
PEJABAT 
PEMBUAT 
KOMITMEN 

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :  
FELIPUS DERE, ST.MT 
PPK 04 Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara 
Timur  
 
 

6. LINGKUP 
PEKERJAAN 

Sebagai perwakilan PPK Fisik semua tugas harus sesuai dengan SSUK 
[39] dan bagi pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan kepada 
Pengawas Pekerjaan dalam SSKK [39.i]. 
A. Persyaratan Umum 

Konsultan Pengawas wajib melaksanakan semua tugasnya secara 
profesional dan etis. Tingkat standar profesional dan etis yang 
diharapkan termasuk: 

1) Dalam mewakili klien, setiap saat Konsultan Pengawas 
harus melindungi kepentingan klien, termasuk kepentingan 
keuangan, reputasi, dan hukum saat melaksanakan semua 
tugas dalam bab VIII (Syarat-syarat Umum Kontrak, SSUK) 
dan Bab IX (Syarat-syarat Khusus Kontrak, SSKK) dan 
seperti dinyatakan dalam spesifikasi dan gambar kontrak 
tersebut; 

2) Bekerja sama dengan para pejabat yang ditunjuk oleh PPK 
Fisik untuk mengendalikan pekerjaan [SSUK 1.14], atau 
investigasi terhadap pekerjaan [SSUK 25.2]; 

3) Memastikan bahwa semua instruksi diberikan secara 
tertulis atau dikonfirmasi secara tertulis; 

4) Melarang untuk menawarkan atau menerima atau 
menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah atau 
imbalan atau voucher yang dapat ditukarkan untuk hal 
yang sama atau setiap tindakan mempengaruhi setiap 
orang dalam pelaksanaan pekerjaan, imbalan, pengukuran 
atau pembayaran. [SSUK 7.1& 7.2]; 

5) Memberitahukan pihak berwewenang akan setiap benda 
historis, arkeologis atau benda bernilai moneter di lokasi 
pekerjaan; 

6) Bertindak dalam batas-batas kewenangan posisi tersebut 
dan apabila perlu meminta persetujuan lebih lanjut dari 
PPK. Sebagai panduan umum, Konsultan Pengawas 
memerlukan persetujuan PPK untuk setiap instruksi yang 
bisa mempengaruhi lingkup dan biaya kontrak dan setiap 
instruksi terkait perubahan dalam lingkup dan biaya 
dianggap tidak syah kecuali ditandatangani bersama oleh 
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Konsultan Pengawas dan PPK.; 

7) Instruksi terhadap Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang) Pekerjaan yang tidak berpengaruh 
terhadap lingkup dan biaya ditandatangani oleh Konsultan 
Pengawas kecuali dicatat dalam KAK ini; 

 

8) Memastikan bahwa kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang) untuk keselamatan kerja dan 
pengelolaan keselamatan lalu lintas dilakukan secara 
penuh; 

9) Bertanggungjawab untuk memberikan penilaian secara 
objektif berdasarkan data dan fakta lapangan terkait 
kewenangan untuk ikut menandatangani laporan kemajuan 
bulanan /Monthly Certificate (MC). 

B. Tugas Persiapan pada Permulaan Proyek 

1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan setelah 
Mobilisasi sepenuhnya telah dilakukan oleh Konsultan 
Pengawas; 

2) Konsultan Pengawas berpartisipasi dalam Rapat Persiapan 
Pelaksanaan Kontrak [SSUK 19.1], meninjau isu-isu dan 
memastikan bahwa terdapat pengaturan yang baik untuk 
memenuhi persyaratan program mutu, organisasi kerja, 
tata cara pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan 
pekerjaan, jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan 
dan personil, penyusunan rencana kerja, agenda dan 
frekuensi pertemuan lapangan dan cara supervisi 
pekerjaan di lapangan melalui inspeksi. [SSUK 19.2]; 
penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi 
pekerjaan; 

3) Hal ini mengharuskan Konsultan Pengawas untuk 
memeriksa setiap item untuk melihat kepatuhan pada 
semua aspek pekerjaan demi memastikan bahwa Penyedia 
Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) telah 
merencanakan dan siap menjalankan tugas sebelum 
pekerjaan dilaksanakan; 

4) Konsultan Pengawas berkonsultasi dengan PPK untuk 
mengatur pertemuan terbuka dengan masyarakat 
(Konsultasi Publik) yang dihadiri oleh perwakilan 
perempuan dan laki-laki serta penyandang disabilitas (jika 
ada) dari kelurahan/desa disekitar lokasi proyek  yang 
mendapat pengaruh dari pekerjaan yang akan 
dilaksanakan. Tujuan pertemuan adalah meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang pekerjaan yang akan 
dilakukan, memberikan kesempatan untuk mendengarkan 
keluhan masyarakat dan apabila memungkinkan membahas 
keprihatinan tersebut dalam batas-batas kontrak. [Pasal 
4.(2).b) UU no. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan 
Informasi Publik]; 

5) Konsultan Pengawas memeriksa apakah setting out 
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pekerjaan yang dilakukan Penyedia Jasa Konstruksi melalui 
E-Katalog (terpasang) secara akurat didasarkan pada Bench 
Mark (BM)/Titik Ikat yang ditetapkan Konsultan Desain 
dan apakah Bench Mark sementara sudah tepat; 

6) Memantau mobilisasi Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang), menghitung dan merekomendasikan 
pembayaran secara tepat untuk mobilisasi Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) [SSUK 20]. 

 
C. Peninjauan dan Persetujuan Terhadap Rencana dan 

Dokumen 

1) Konsultan Pengawas akan meninjau mutu program yang 
diserahkan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang) (dan yang diubah selama masa kontrak) yang 
mencakup pekerjaan yang akan dilakukan, pengaturan 
pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang), jadwal dan prosedur pelaksanaan pekerjaan, 
prosedur instruksi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan 
serta ketersediaan alat, sarana untuk meninjau pengujian 
materi/mutu pekerjaan. Peninjauan ini bisa memberikan 
penolakan atau meminta penjelasan lebih lanjut atau 
menyetujui secara tertulis rencana yang telah diserahkan 
[SSUK 18]; 

2) apabila perlu, Konsultan Pengawas wajib memeriksa dan 
menginstruksikan perbaikan terhadap As Built Drawing, 
yang secara akurat menggambarkan secara rinci setiap 
bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang); 

3) Konsultan Pengawas menginstruksikan kepada Penyedia 
Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk 
menyediakan rencana kerja bulanan sesuai persyaratan 
kontrak yang akan dimutakhirkan setiap minggu sesuai 
keperluan. Konsultan Pengawas melakukan tinjauan 
terhadap rencana ini dengan menilai perkiraan sumber 
daya lapangan yang diperlukan, dan merekomendasikan 
penyesuaian terhadap Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang) apabila diperlukan;  

4) Konsultan Pengawas akan menilai metode pelaksanaan 
kerja yang diusulkan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang), serta dapat menolak, atau meminta 
penjelasan lebih lanjut atau memberikan persetujuan 
secara tetulis.  

D. Perubahan Persyaratan Kontrak 

1) Saat memulai pelaksanaan kontrak, Konsultan Pengawas 
dan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) 
akan meninjau desain dalam rangka memastikan bahwa 
pekerjaan yang diusulkan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan, dan tinjauan ini terbatas hanya pada lingkup 
Backlog & Minor Works dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin.  
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Tinjauan ini akan menghasilkan rekomendasi kepada PPK 
dan komite/panitia peninjau untuk menetapkan apakah 
lingkup akan dipertahankan atau disesuaikan. Selain itu 
justifikasi yang syah dari Konsultan Pengawas harus 
dimasukkan. Konsultan Pengawas memiliki kewenangan 
untuk memutuskan secara teknis melanjutkan pekerjaan 
perubahan tanpa harus mendapat persetujuan PPK. Apabila 
diperlukan Pekerjaan Sementara Konsultan Pengawas akan 
memberikan instruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang) untuk memasukkan 
spesifikasi tambahan yang diperlukan serta gambar untuk 
ditinjau oleh PPK;   

2) Konsultan Pengawas akan memberikan masukan kepada 
PPK tentang setiap usulan perubahan dari Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) terhadap syarat 
dan ketentuan kebijakan penjaminan dan menyerahkan 
masalah penerimaan kepada PPK;  

3) Dari waktu ke waktu Konsultan Pengawas melakukan 
inspeksi terhadap Personil dan Peralatan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk 
memastikan pemenuhan Persyaratan Kontrak.  Apabila 
Konsultan Pengawas berpendapat bahwa perlu ada 
penggantian, maka perlu ada persetujuan dengan Penyedia 
Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) tentang 
jadwal penggantian dan batas waktu [SSUK 29.4]; 

4) Konsultan Pengawas meninjau usulan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk perubahan 
personil/peralatan inti, dan menolak atau meminta 
penjelasan lanjutan atau memberikan persetujuan secara 
tertulis[SSUK 30.5]; 

5) Konsultan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk 
menyetujui perpanjangan jangka waktu kontrak. Tidak 
lebih dari 21 hari setelah klaim, Konsultan Pengawas akan 
menilai dan menyampaikan rekomendasi ke PPK untuk 
menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau 
menerima klaim dengan didukung justifikasi teknis yang 
diperlukan untuk mendukung perubahan yang 
dipersiapkan Konsultan Pengawas; [SSKK 46.2.5]; 

6) Konsultan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk 
memberi persetujuan terhadap usulan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk perubahan 
spesifikasi teknis atau lingkup kerja. Konsultan Pengawas 
perlu menyerahkan rekomendasinya kepada PPK untuk 
menolak atau meminta penjelasan lebih lanjut atau 
menyetujui setiap perubahan dan memberikan justifikasi 
teknis yang dibutuhkan untuk mendukung perubahan 
seperti yang dipersiapkan oleh Konsultan Pengawas[SSKK 
46.2.7]. 

E. Pengawasan Pekerjaan 

1) Konsultan diharuskan memeriksa kesiapan Penyedia Jasa 
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Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) sebelum 
memberikan izin kerja harian, termasuk memeriksa 
kesiapan peralatan, pekerja, material, dan rambu-rambu 
pada saat pelaksanaan telah tersedia; 

2) Sepanjang jangka waktu kontrak, Konsultan Pengawas 
memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan 
lingkungan efektif yang ditetapkan dan diatur peraturan-
perundangan dijalankan di lapangan, dan kalau tidak 
dijalankan, maka Konsultan Pengawas memberi instruksi 
yang sesuai kepada Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang); 

3) Sepanjang jangka waktu kontrak, Konsultan Pengawas 
memastikan bahwa perlindungan sosial yang ditetapkan 
dan diatur peraturan-perundangan dijalankan saat 
pelaksanaan pekerjan, dengan perhatian khusus pada 
kebijakan dan aturan Perlindungan Anak, dan kalau tidak 
dijalankan maka Konsultan Pengawas memberi instruksi 
yang sesuai kepada Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang) [SSKK 67.1]; 

4) Konsultan Pengawas memperhatikan bahwa ia 
bertanggung jawab mengambil tindakan jika didapati kasus 
eksploitasi anak pada saat pelaksanaan pekerjaan. Apabila 
menjumpai kasus tenaga kerja anak yang dipekerjakan 
Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang), 
Konsultan Pengawas wajib sesegera mungkin 
menginstruksikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi melalui 
E-Katalog (terpasang) untuk berhenti dan melaporkan hal 
tersebut kepada PPK.  Kegagalan untuk melakukan hal 
tersebut akan mendapatkan sangsi langsung [SSKK 67.4]; 

5) Mencatat dan melaporkan terkait penglibatan kegiatan 
GESI (Gender Equality and Social Inclusion) hingga masa 
periode kontrak Konsultan Pengawas berakhir atau hingga 
Serah Terima Pertama (PHO) [SSKK 68.1]; 

6) Konsultan Pengawas dapat menolak menyetujui setiap 
Permintaan Pekerjaan dari Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang) dengan alasan yang 
dibenarkan oleh persyaratan Spesifikasi Umum dan Khusus 
atau Gambar, tetapi secara khusus Konsultan Pengawas 
akan mengkonfirmasi bahwa persyaratan-persyaratan di 
bawah ini dipenuhi sebelum disetujui: 

a. Setting out pekerjaaan telah selesai; 
b. Shop drawing digunakan dan termutakhirkan; 
c. Persiapan lapangan telah selesai; 
d. Peralatan yang dibutuhkan, termasuk peralatan 

pengukur, tersedia; 
e. Material serta sumber material dan job mix telah 

disetujui; 
f. Personalia tersedia dan disetujui; 
g. Metode pekerjaan disetujui; 
h. Ketentuan yang memadai untuk lalu-lintas dan 
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keselamatan; 

7) Konsultan Pengawas berkewenangan untuk menentukan 
hold point yang merupakan tambahan terhadap hold point 
yang ditetapkan Spesifikasi. Hold point merupakan setiap 
tugas pekerjaan dimana Penyedia Jasa Konstruksi melalui 
E-Katalog (terpasang) membutuhkan persetujuan/ijin 
khusus untuk pelaksanaannya; 

8) Konsultan Pengawas berwenang untuk mewajibkan 
Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) 
menguji material dan mix design serta meninjau hasil-hasil 
dari uji-uji tersebut.  Konsultan Pengawas memberitahu 
Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) 
tentang setiap pemanfaatan material dan campuran/mix 
lebih lanjut yang diusulkan Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang), dan menolak, atau meminta 
penjelasan lebih lanjut atau menyetujui secara tertulis 
apabila dapat diterima; 

9) Konsultan Pengawas wajib menginstruksikan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) bahwa semua 
material, metode kerja dan peralatan, apabila ditentukan, 
wajib sesuai dengan kontrak, khususnya spesifikasi. 
Merupakan tanggung jawab Konsultan Pengawas untuk 
memastikan bahwa instruksi yang diberikan jelas bagi 
Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang); 

 

10) Konsultan Pengawas memberitahukan kepada Penyedia 
Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) sesegera 
mungkin apabila pekerjaan tidak patuh pada kontrak, 
secara khusus pada spesifikasi dan memberikan instruksi 
perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan; 

11) Konsultan Pengawas memberi instruksi pada Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk berhenti 
dan segera melaporkan kepada PPK, demi menghindari 
pemborosan atau bahaya dalam keadaan-keadaan dimana 
material pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, khususnya 
spesifikasi atau gambar; 

12) Konsultan Pengawas memberi instruksi kepada Penyedia 
Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk 
menyediakan opsi-opsi untuk memulihkan pekerjaan yang 
ditolak yang tidak patuh pada persyaratan kontrak 
termasuk pekerjaan yang pada awalnya disetujui namun 
yang kemudian ternyata tidak patuh pada kontrak. 
Konsultan Pengawas memberitahu Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) bahwa dalam 
keadaan demikian, tindakan baku yang diutamakan adalah 
pengerjaan kembali dan penggantian, dan bahwa setiap 
alternatif hanya akan diterima kalau ada pembuktian yang 
kuat untuk menunjukkan manfaat pekerjaan yang akan 
dilakukan; 

13) Konsultan Pengawas berwenang untuk menuntut tindakan 
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pebaikan segera atau dapat menangguhkan setiap 
pekerjaan yang dilakukan yang tidak patuh pada kontrak 
khususnya pada spesifikasi atau gambar; 

14) Jika Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) 
tidak memperbaiki cacat pekerjaan dalam jangka waktu 
yang ditentukan, Konsultan Pengawas wajib melaporkan 
kepada PPK dengan rekomendasi untuk menangani 
masalah tersebut, dengan mencatat bahwa hal itu dapat 
dikenakan hukuman akan keterlambatan atau sanksi yang 
lebih ketat [SSUK 23.2]; 

15) Konsultan Pengawas berkewajiban untuk melaksanakan 
Site Meeting minimal 1 (satu) kali dalam sebulan termasuk 
menyiapkan undangan, daftar hadir, berita acara, 
dokumentasi yang menampilkan tanggal pengambilan 
gambar, dan laporan Site Meeting; 

16) Memastikan bahwa hasil pekerjaan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) memenuhi 
persyaratan sesuai spesifikasi dan kualitas untuk 
mengurangi risiko pekerjaan ditolak pada saat tahap 
verifikasi pekerjaan oleh Tim Teknis. 

F. Pembayaran Kemajuan Kontrak untuk Pekerjaan 

1) Konsultan Pengawas bersama Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang) wajib melakukan 
pengukuran dan inspeksi rinci terhadap pekerjaan untuk 
masing-masing mata pembayaran; 

2) Konsultan Pengawas wajib mencatat dan hanya 
merekomendasikan pekerjaan yang sepenuhnya sesuai 
spesifikasi dan gambar untuk dibayarkan, pasca 
pengukuran dan inspeksi; 

3) Konsultan Pengawas wajib menginstruksikan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) untuk 
mempersiapkan dan menyerahkan laporan bulanan interim 
tentang kemajuan pembayaran klaim, yang akan dinilai dan 
ditandatangani oleh Konsultan Pengawas untuk selanjutnya 
direkomendasikan kepada PPK untuk dibayar. Konsultan 
Pengawas tidak memiliki wewenang tunggal untuk 
mensyahkan pembayaran. 

G. Serah Terima Saat Selesai 

1) Konsultan Pengawas membantu menyusun draft Berita 
Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama termasuk tanggal 
penyelesaian pekerjaan / serah terima awal) [SSUK 1.30]; 

2) Satu bulan sebelum rencana tanggal penyelesaian kerja 
(yang disebut Serah Terima Pertama), Konsultan Pengawas 
bersama Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang) mengkaji secara rinci dan menginstruksikan 
penyelesaian sisa tugas sebelum serah terima tersebut; 

3) Konsultan Pengawas wajib membantu PPK dalam 
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melaksanakan Serah Terima Pertama khususnya dalam 
mempersiapkan daftar kerusakan dan penyimpangan yang 
perlu tindakan perbaikan; 

4) Penyedia jasa pengawasan konstruksi (Konsultan 
Pengawas) mulai bertugas sejak diterbitkan surat 
mobilisasi sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan 
(PHO) atau selama masa kontrak konsultan supervisi. 

Secara rinci, ruang lingkup pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi : 

a. Lingkup Kegiatan 
Lingkup kegiatan ini adalah : 
1. Persiapan : 

a) Tujuan 
Tujuan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan 
adalah mengawasi pekerjaan jalan dan jembatan agar berjalan 
efisien dan efektif serta sesuai dengan desain dan spesifikasi 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan. 

b) Lingkup 
(1) Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan 

sesuai dokumen kontrak pekerjaan konstruksi (jalan dan 
jembatan).  

(2) Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak 
pekerjaan konstruksi, termasuk pengendalian manajemen 
dan keselamatan lalu lintas serta SMK3K, dan Dokumen 
Lingkungan. 

(3) Membantu PPK dalam pelaksanaan PCM dan Mutual 

Check. 

(4) Mencatat seluruh kesepakatan dalam Pre Construction 
Meeting dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri 
sebagai Dokumen Kegiatan. 

(5) Mempersiapkan dan membuat serta mendokumentasikan, 

antara lain: 

(a) Laporan Harian 
(b) Laporan Mingguan 
(c) Laporan Bulanan / Monthly Progress Report 
(d) Laporan Teknis/Justifikasi Teknis (jika terjadi 

penyesuaian/perubahan volume dilapangan). 
(e) Pengecekan kesesuaian desain di lapangan. 
(f) Persiapan Gambar Kerja untuk: Peningkatan / 

Pembangunan, Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan 
Berkala 

(g) Perhitungan Volume/Back-up Data serta Monthly 
Certificate. 

(h) Quality Control/kontrol kualitas selama periode 
pelaksanaan. 

(i) Request Penyedia jasa untuk : Memulai Pekerjaan, 
Pengujian Bahan 

(j) Dokumentasi/foto semua kegiatan pekerjaan 
dilapangan 0 %, 50%, 100 % 
 

(6) Menjelaskan struktur organisasi dan personil Direksi 
Teknis yang sudah dimobilisasi dan rencana personil 
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lainnya yang akan dimobilisasi. 
(7) Menjelaskan Struktur Organisasi Direksi Teknis dan tugas 

dari masing-masing personil Direksi Teknis. 
(8) Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien. 
(9) Menjelaskan rencana kerja. 
(10) Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada 

Direksi Pekerjaan pada saat PCM. 
(11) Membantu PPK dalam mengkaji rencana mutu kontrak 

(RMK) Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang). 

(12) Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan 
kuantitas dan kualitas serta kelayakan peralatan, fasilitas 
dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa. 

(13) Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan 
yang disampaikan Penyedia Jasa. 

(14) Mengecek masa laku kalibrasi peralatan yang akan 
digunakan oleh Penyedia Jasa. 

(15) Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi Pekerjaan 
tentang jumlah, mutu dan kelaikan peralatan, fasilitas 
dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa. 

(16) Menandatangani Berita Acara mobilisasi. 
(17) Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi kepada 

Direksi Pekerjaan. 
(18) Membuat analisis untuk merumuskan parameter desain 

berdasarkan gambar kerja dan parameter desain; 
(19) Melakukan pemeriksaan dan pembahasan konsep 

gambar kerja; 
(20) Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja 

kepada Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa. 
(21) Memeriksa gambar kerja yang terkait dengan metode 

kerja diajukan oleh Penyedia Jasa dan kontrol terhadap 
kuantitas pekerjaan. 

(22) Melaporkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan 
Penyedia Jasa. 

(23) Membuat daftar kekurangan (Defect & Deficiencies) 
berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. 

(24) Membantu PPK dalam pengecekan data adminstrasi dan 
teknis pekerjaan. 

2. Pelaksanaan Pengawasan 
Pada tahap pelaksanaan pekerjaan Konstruksi, maka Penyedia 
Jasa Konsultansi WAJIB : 
a) Bersama – sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-

Katalog (terpasang) dan Direksi Teknis melakukan Mutual 
Check/Kajian Teknis dan membantu membuat kelengkapan 
administrasi hasil Mutual Check serta memeriksa Shop 
Drawing yang disiapkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang). 

b) Melaksanakan pengawasan teknis dan memberikan 
masukan/saran teknis terhadap proses pelaksanaan setiap 
item pekerjaan Konstruksi jalan dan jembatan Provinsi di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur secara profesional, efektif dan 
efisien sesuai dengan Spesifikasi sehingga terhindar dari 
resiko kegagalan konstruksi. 

c) Membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan 
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bulanan terhadap pengawasan hasil pelaksanaan pekerjaan 
Konstruksi, secara periodik secara aktual lapangan. 

d) Memeriksa laporan hasil pelaksanaan pekerjan yang dibuat 
oleh Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang). 

e) Menyetujui laporan mingguan dan laporan bulanan terhadap 
hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh 
Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang). 

f) Mengevaluasi hasil pekerjaan Konstruksi dan menyetujui 
Monthly Certificate (MC) yang diajukan oleh Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang). 

g) Melakukan pengecekan terhadap jenis material, peralatan 
dan jumlah tenaga dalam pelaksanaan pekerjaan oleh 
Penyedia  Jasa Konstruksi, untuk mengendalikan mutu 
pekerjaan di lapangan dan menerapkan prosedur kerja yang 
sesuai metode pelaksanaan teknis dan wajib melakukan uji 
mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai 
dokumen kontrak. 

h) Membuat laporan bulanan (yang berisi laporan harian dan 
mingguan) terkait progres pekerjaan di lapangan dan 
memberikan rekomendasi berupa saran-saran teknis dan 
langkah-langkah penyelesaian yang efektif pada setiap 
permasalahan yang timbul di lapangan, kepada Pengguna 
Jasa. 

3. Pengendalian Pekerjaan Fisik 
1).  Proses dan Pelaksanaan Kegiatan 

Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, 
proses, metode kerja dan pelaksanaan kegiatan yang akan 
diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditentukan.  
Untuk itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus 
merencanakan dan melaksanakan proses kegiatan secara 
terkendali, antara lain : 
a. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana mutu 
unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau 
rencana mutu kontrak. 

b. Mengetahui ketersediaan informasi untuk setiap 
pekerjaan, yang menggambarkan karakteristik kegiatan 
dan ketersediaan dokumen kegiatan. 

c. Mengevaluasi proses pelaksanaan setiap pekerjaan yang 
dilaksanakan, agar memenuhi persyaratan ketersediaan 
sumber daya yang diperlukan. 

d. Memastikan adanya ketersediaan peralatan monitoring 
dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme 
proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil 
pekerjaan. 

Setiap jenis kegiatan harus mempunyai petunjuk pelaksanaan 
yang merupakan dokumen standar kerja yang diperlukan guna 
memastikan pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan 
secara efektif dan efisien.  
Adapun Petunjuk Pelaksanaan sekurang-kurangnya : 

a. Halaman Muka berisi : 
-  Judul dan nomor identifikasi petunjuk pelaksanaan 
-  Status validasi dan status perubahan. 
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-  Kolom pengesahan petunjuk pelaksanaan. 
b. Riwayat Perubahan; 
c. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan; 
d. Ruang Lingkup penerapan; 
e. Referensi atau acuan yang digunakan; 
f. Definisi (penjelasan istilah-istilah) jika diperlukan; 
g. Tahapan proses atau kegiatan (dengan bagan alir jika 

perlu); 
h. Ketentuan Umum (penjelasan tentang persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 
proses); 

i. Tanggung jawab dan wewenang; 
j. Kondisi khusus (penyimpangan dsb.); 
k. Rekaman/Bukti kerja (yang menjadi persyaratan) 
l. Lampiran berupa contoh format rekaman/bukti kerja. 

Sedangkan untuk melaksanakan validasi terhadap proses 
pelaksanaan pekerjaan dalam kesesuaian antara pelaksanaan 
kegiatan dan dengan hasil kegiatan setelah selesai dilaksanakan 
harus dapat dilakukan pada setiap tahap kegiatan, jika verifikasi 
tidak dapat dilakukan secara langsung melalui monitoring atau 
pengukuran secara berurutan. Validasi pada pelaksanaan 
kegiatan harus mempertimbangkan ketentuan berikut : 
- Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk peninjauan 

dan persetujuan proses. 
- Validasi ulang pelaksanaan kegiatan bila hasilnya tidak 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, segera dilakukan 
perbaikan atau penyempurnaan. 

Disamping itu setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus 
mampu mengidentifikasi hasil setiap tahapan kegiatan dari awal 
hingga akhir kegiatan dan mengidentifikasi status hasil kegiatan 
tersebut. Tujuan identifikasi untuk memastikan pada hasil 
kegiatan dapat dilakukan analisis apabila terjadi 
ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan. Rekaman hasil 
identifikasi harus selalu terpelihara dalam pengendalian 
rekaman/bukti kerja. Untuk memastikan bahwa pemeliharaan 
hasil pekerjaan pada saat penyerahan tetap sesuai sebagaimana 
pada saat produksi maka harus dilakukan pemeliharaan hingga 
sampai waktu penyerahan. Pada proses penyerahan hasil 
pekerjaan, setiap unit kerja harus mensyaratkan dan 
menerapkan proses pemeliharaan hasil pekerjaan dan yang 
menjadi bagian hasil pekerjaan agar mutu tetap terjaga. 

 

4.  Monitoring dan Pengendalian Kegiatan 
Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses 
evaluasi yang harus dilaksanakan untuk mengetahui kinerja 
hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan 
pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa. 
Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil 
pekerjaan, agar semua hasil kegiatan yang diserahkan dapat 
memenuhi persyaratan kriteria penerimaan pekerjaan.  
Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
monitoring antara lain : 
 
a.  Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus 
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menetapkan metode yang tepat untuk monitoring dan 
pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan pekerjaan. 

b.  Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara 
memverifikasi bahwa persyaratan telah dipenuhi. 

c.  Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada 
tahapan yang sesuai berdasarkan pengaturan yang telah 
direncanakan. 

d.  Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan 
harus dipelihara kedalam pengendalian rekaman/bukti 
kerja. 

Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, 
mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dan memadai 
untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan. Analisis data 
bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan 
perbaikan berkesinambungan dan analisis harus didasarkan 
pada data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring dan 
pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis 
harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan, kesesuaian 
terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan karakteristik dari 
proses-proses kegiatan termasuk peluang untuk tindakan 
pencegahan. Sedangkan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak 
sesuai atau tidak memenuhi persyaratan harus diidentifikasi 
dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk 
mencegah penggunaan yang tidak terkendali.  
Tindakan yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak 
memenuhi persyaratan antara lain : 
a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan 

bahwa hasil dari setiap tahapan kegiatan yang tidak 
memenuhi persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan 
untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan 
dengan tahapan sebelumnya. 

b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai 
harus diatur dalam prosedur pengendalian hasil pekerjaan 
tidak sesuai yang merupakan bagian dari prosedur mutu. 

c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus 
mencakup : 
- Penetapan personil yang kompeten dan memiliki 

kewenangan untuk menetapkan ketidaksesuaian hasil 
pekerjaan untuk setiap tahapan. 

- Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai 
termasuk tata cara pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai. 

- Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan 
kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan. 

d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus dilaksanakan 
dengan mengesahkan penggunaan dan penerimaannya 
berdasarkan konsensi oleh pengguna atau pemanfaat hasil 
pekerjaan. 

Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan 
mencegah terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai, 
diperlukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang 
diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif 
minimal harus mencakup kegiatan antara lain : 
a. Menguraikan ketidaksesuaian, 
b. Menentukan/menganalisa penyebab ketidaksesuaian 
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c. Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, 
bahwa ketidaksesuaian tidak akan terulang dan 
menetapkan jadwal waktu penanganan. 

d. Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan. 
e. Mencatat hasil tindakan yang dilakukan. 
f. Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan. 

Sedangkan tindakan pencegahan harus ditetapkan dalam upaya 
meminimalkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi 
termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan juga harus 
mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari 
tindakan pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu 
mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan merencanakan 
kebutuhan tindakan untuk mencegahnya serta melakukan 
verifikasi tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan. 

B. Lokasi Kegiatan 
Kegiatan jasa konsultansi ini harus dilaksanakan pada 
[pemeliharaan rutin,pemeliharaan berkala, 
peningkatan/rekonstruksi] pada dan sepanjang ruas jalan : 
Rehabilitasi Ruas Jalan  Balauring – Wairiang di Kabupaten 
Lembata 

Data dan Fasilitas Penunjang 
1. Penyediaan oleh penyedia jasa 

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat 
digunakan dan harus dipelihara oleh Penyedia Jasa : 
a) Laporan dan Data (bila ada/jika tersedia) 

Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta 
fotografi (bila ada/jika tersedia). 
(nyatakan bila ada laporan dan data/informasi yang dapat 
dipakai sebagai referensi oleh Penyedia Jasa) 

b) Akomodasi dan Ruangan Kantor (bila ada/jika tersedia) 
(Jelaskan dan nyatakan apakah ada akomodasi dan ruangan 
kantor yang akan disediakan oleh PPK 04 Program 
Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur, misalnya untuk ruangan kantor 
luas/ukurannya dan keadaannya, atau harus disediakan oleh 
Penyedia Jasa sendiri dengan secara sewa)   

 
c) Staf Pengawas/Pendamping 

(PPK 04 Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina 
Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan mengangkat petugas 
atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau 
pendamping/counterpart atau Project Officer (PO) dalam 
rangka pelaksanaan jasa konsultansi) 

d) Fasilitas yang disediakan oleh PPK 04 Program 
Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa 
(bila ada/jika tersedia cantumkan nama barang tersebut) 
*) 

2. Penyediaan oleh Penyedia Jasa 
Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara semua 
fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk kelancaran 
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pelaksanaan pekerjaan. 
(Cantumkan disini barang yang harus disediakan oleh Penyedia 
Jasa dan tetapkan juga apakah harus dibeli atas nama pengguna 
jasa ataukah harus dengan cara sewa) *) 

3. Alih Pengetahuan 
Apabila dipandang perlu oleh PPK 04 Program 
Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
maka Penyedia Jasa harus mengadakan pelatihan/kursus 
singkat.   

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua 
fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran 
pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan diskusi dan seminar terkait 
dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih 
pengetahuan kepada staf dilingkungan organisasi Pengguna Jasa. 

7. KELUARAN 1) Konsultan Pengawas menyusun laporan-laporan berikut secara 

tertulis untuk memerinci kegiatan-kegiatan kontrak serta 

menyerahkannya kepada PPK: 

 Laporan pertemuan lapangan; 

 Laporan untuk memberikan justifikasi bagi saran-saran yang 

diberikan terkait bahan/material, metode pekerjaan, 

kemajuan, perubahan kontrak, serta hal lain yang diperlukan; 

 Laporan Bulanan; 

 Laporan Triwulan; 

 Laporan Akhir. 
 
2) Laporan Bulanan, 

Konsultan Pengawas wajib memasukkan hal-hal berikut dalam 

Laporan Bulanan: 

a. Detail kemajuan dengan semua kegiatan untuk bulan 

bersangkutan yang dihimpun dari laporan mingguan dan 

laporan harian sehingga lampirannya adalah laporan 

mingguan dan laporan harian; 

b. Studi dan analisis situasi lapangan; 

c. Rekomendasi untuk menangani review rencana untuk 

bulanan berikutnya, laporan mingguan dan laporan harian 

yang memuat secara detail semua sumber daya yang 

digunakan untuk mencapai output progress fisik yang dicapai; 

d. Isu-isu lain yang relevan, misalnya kendala/hambatan serta 

solusi/upaya yang telah dilakukan misalnya terhadap 

keterlambatan > 10 % dengan SCM I dst, wajib dilampirkan. 

Laporan tersebut wajib diserahkan tidak lebih dari tanggal 5 

bulan berikutnya dalam 5 (lima) rangkap. 

3) Laporan Triwulan 

Konsultan Pengawas wajib memberikan detail kemajuan semua 

kegiatan untuk 3 bulan sebelumnya. 

Laporan tersebut wajib diserahkan pada akhir triwulan dalam 5 

(lima) rangkap (rangkuman dari laporan bulanan 3 bulan 
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sebelumnya). 

4) Laporan Akhir 

Konsultan Pengawas mempersiapkan Laporan Akhir yang berisi: 

a. Konsep Pengaawasan Teknis; 

b. Ringkasan dan kemajuan semua kegiatan; 

c. Pembelajaran, termasuk masalah yang dihadapi dan langkah 

tindak lanjut yang diambil. 

Laporan tersebut diserahkan dalam 5 (lima) rangkap tidak lebih 

dari 2 (dua)minggu setelah penyelesaian tugas. 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setiap isi laporan harus jelas dan dapat dibaca serta disusun dalam 
bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baik dan benar 
Ukuran kertas masing-masing laporan adalah A4 (210 x 297 mm), 
jumlah dan pengiriman laporan ditetapkan sebagai berikut  : 
 
a. Laporan Rencana Mutu Kontrak 

Menyusun  rencana mutu kontrak (RMK) pengawasan sesuai 
dengan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan laporan 
tersebut dibuat dalam rangkap 5 (lima) buku/Paket Pengawasan 
 

b. Rencana Keselamatan dan  Kesehatan Kerja Konstruksi 
(RK3K) Menyusun  Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Konstruksi (RK3K) sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan 
konstruksi dan laporan tersebut dibuat dalam rangkap 5 (lima) 
buku/Paket Pengawasan 
 

c. Laporan Pertama terdiri dari : 
- Berita Acara MC 0 % disertai Justifikasi Teknis 
- Back Data MC 0 % 
- Dokumentasi MC 0 % 
- Shop Drawing 
Laporan pertama dibuat tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari 
setelah dimulainya Jasa, Konsultan harus menyerahkan 5 (lima) 
buku/Paket Pengawasan. Laporan pertama yang isinya 
melaporkan mengenai jadwal rencana kerja dan tahapan 
pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk 
kuantitas masing-masing pekerjaan serta personil-personil 
pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif di lapangan. 

Format Laporan Pendahuluan yakni : 
LEMBAR COVER 
LEMBAR SURAT PENGANTAR LAPORAN  
DAFTAR ISI 
BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 
1.3. LINGKUP LAYANAN PENGAWASAN 

BAB II.   PENDEKATAN DAN METODE PENGAWASAN 
2.1. PENDEKATAN UMUM 
2.2. PENDEKATAN MASALAH 
2.3. PENDEKATAN METODE PENGAWASAN 

BAB III.   STRUKTUR ORGANISASI DAN JADWAL 
3.1. BAGAN ALIR HUBUNGAN KERJA 
3.2. STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA JASA  
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3.3. STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN PENGAWAS 
3.4. JADWAL PENUGASAN PERSONIL 
3.5. JADWAL PERALATAN 
3.6. JADWAL INSPEKSI DAN TEST 

 
BAB IV. INFORMASI KEGIATAN PAKET PEKERJAAN (YANG 

DILAKUKAN KONSULTAN PENGAWAS TERHADAP MASING-
MASING PAKET PEKERJAAN FISIK). 

 
Lampiran : 

A. Hasil Koreksi Aritmatik Kontrak Fisik (Daftar Kuantitas dan 
Harga) 

B. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan. 
 

d. Laporan Bulanan terdiri dari : 
- Laporan Harian 
- Laporan Mingguan 
- Laporan Bulanan 
- Dokumentasi kegiatan perbulan berjalan 
Laporan Bulanan dibuat setiap akhir bulan, Tim Pengawas 
Lapangan (SE) akan menyerahkan laporan kemajuan secara detail 
yang menggambarkan pencapaian pemenuhan untuk masing-
masing kegiatan-kegiatan proyek, seperti: 
 
1.  Cara mengatasi masalah Penyedia Jasa (salah satu, 

administrasi/teknis untuk keuangan). 
2.  Memberikan rekomendasi bagaimana masing-masing 

penyelesaian masalah. 
Laporan ini dibuat secara berkala setiap akhir Bulan sebanyak 5 
(lima) buku/Ruas Pengawasan 
Secara substansional Laporan Bulanan terdiri atas 5 format 
standar yang dilengkapi oleh masing-masing pengawas, adalah 
sebagai berikut: 
a. Surat pengantar; 
b.  Satu halaman "Progress Summary", rangkuman status fisik dan 

keuangan dari proyek dan identifikasi permasalahan yang 
berdampak pada kemajuan pekerjaan dan biaya beserta 
data/dokumen lampirannya; 

c.  Foto copy sertifikat Monthly Payment secara lengkap dan jelas 
dengan ditandai "for Monitoring Used Only"beserta 
data/dokumen lampirannya; 

d.  Jadwal Pelaksanaan dilengkapi “S” Curve. 
e.  Satu halaman laporan "Supervision Consultants". Suatu contoh 

dari format ditunjukkan dalam halaman berikut. 
Masing-masing laporan bulanan harus sudah lengkap setiap 
minggu pertama bulan berikutnya. Laporan beserta copy 
dokumen yang dibuat SE harus didistribusikan oleh kepada : 
1. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran (1 

rangkap) 
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT (1 

rangkap) 
3. Pejabat Pembuat Komitmen (1 rangkap) 
4. Kepala  Seksi Perencanaan (2 rangkap) 

     Format Laporan Bulanan yakni : 
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LEMBAR COVER 
LEMBAR SURAT PENGANTAR LAPORAN  
DAFTAR ISI 
BAB I.  UMUM 

1.1. PETA LOKASI DAN QUARRY KEGIATAN 
1.2. URAIAN KEGIATAN 

BAB II.   PENDEKATAN DAN METODE PENGAWASAN 
2.1. DATA PROYEK 
2.2. PROGRESS SUMMARY 
2.3. PROGRESS FISIK PEKERJAAN BESERTA RINCIAN 

PROGRES FISIKNYA 
2.4. PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN / MC 
2.5. JADWAL DAN PROGESS PELAKSANAAN PEKERJAAN 

(KURVA S) 
2.6. KEMAJUAN PEKERJAAN BESERTA DOKUMEN 

LAMPIRANNYA 
2.7. PERUBAHAN KONTRAK (ADD FISIK) BESERTA 

LAMPPIRANNYA 
2.8. MONITORING QUALITY CONTROL BESERTA 

LAMPIRANNYA 
2.9. RINGKASAN TUNTUTAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 

MELALUI E-KATALOG (TERPASANG) 
2.10. MASALAH DAN TINDAK LANJUT 
2.11. KEGIATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MELALUI E-

KATALOG (TERPASANG) (FISIK & ADM) 
2.12. DATA CURAH HUJAN BESERTA DATA LAMPIRANNYA  
2.13. SKETSA LOKASI PELAKSANAAN FISIK 
2.14. DAFTAR PERALATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 

MELALUI E-KATALOG (TERPASANG) BESERTA 
DOKUMENTASINYA 

BAB III.   LAPORAN PERSONIL KONSULTAN  
3.1. JADWAL PENUGASAN PERSONIL 
3.2. KEGIATAN KONSULTAN (KANTOR & LAPANGAN) 
3.3. CATATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN 

(PELAKSANAAN PEK. LAPANGAN, MUTU MATERIAL & 
TERLAKSANA PEK, MANAJEMEN PENYEDIA JASA 
KONSTRUKSI MELALUI E-KATALOG (TERPASANG), 
WAKTU PELAKSANAAN PEK.) 

BAB IV.  INFORMASI KEGIATAN PAKET PEKERJAAN (FOTO-FOTO 
PELAKSANAAN PEK DARI MASING-MASING PAKET PEKERJAAN 
FISIK UNTUK SETIAP ITEM PEKERJAAN). 
 

e. Laporan Triwulan terdiri dari : 
- Laporan bulanan 3 bulan sebelumnya  

Laporan Triwulan dibuat  secara berkala setiap akhir triwulan 
sebanyak 5 (lima) buku/Ruas Pengawasan. Setiap akhir triwulan 
tahun anggaran (akhir Juli) SE akan menyerahkan laporan 
Triwulanan, terdiri dari kegiatan Penyedia Jasa selama tiga bulan 
yang telah berjalan. 
Laporan Triwulan ini termasuk informasi status personil yang 
dimobilisasi, kemajuan dari pekerjaan lapangan, variasi kontrak 
dan Change Order, status klaim Penyedia Jasa termasuk usulan 
eskalasi harga jika ada, deskripsi singkat mengenai masalah teknis 
atau masalah kontrak yang terjadi termasuk terjadinya 
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keterlambatan pencapaian kemajuan pekerjaan dan informasi lain 
yang berkaitan dengan semua jaringan jalan yang sedang berjalan 
dan pekerjaan penggantian jembatan di dalam Provinsi dibawah 
pengawasannya. 

Format Laporan Triwulan yakni : 
LEMBAR COVER 
LEMBAR SURAT PENGANTAR LAPORAN  
DAFTAR ISI 
BAB I.  UMUM 

1.1       PETA LOKASI DAN QUARRY KEGIATAN 
1.2      URAIAN KEGIATAN 

BAB II.   PENDEKATAN DAN METODE PENGAWASAN 
2.1. DATA PROYEK 
2.2. PROGRESS SUMMARY 
2.3. PROGRESS FISIK PEKERJAAN BESERTA RINCIAN 

PROGRES FISIKNYA 
2.4. PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN / MC 
2.5. JADWAL DAN PROGESS PELAKSANAAN PEKERJAAN 

(KURVA S) 
2.6. KEMAJUAN PEKERJAAN BESERTA DOKUMEN 

LAMPIRANNYA 
2.7. PERUBAHAN KONTRAK (ADD FISIK) BESERTA 

LAMPPIRANNYA 
2.8. MONITORING QUALITY CONTROL BESERTA 

LAMPIRANNYA 
2.9. RINGKASAN TUNTUTAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 

MELALUI E-KATALOG (TERPASANG) 
2.10. MASALAH DAN TINDAK LANJUT 
2.11. KEGIATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MELALUI E-

KATALOG (TERPASANG) (FISIK & ADM) 
2.12. DATA CURAH HUJAN BESERTA DATA LAMPIRANNYA  
2.13. SKETSA LOKASI PELAKSANAAN FISIK 
2.14. DAFTAR PERALATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 

MELALUI E-KATALOG (TERPASANG) BESERTA 
DOKUMENTASINYA 

BAB III.   LAPORAN PERSONIL KONSULTAN  
3.1. JADWAL PENUGASAN PERSONIL 
3.2. KEGIATAN KONSULTAN (KANTOR & LAPANGAN) 
3.3. CATATAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN 

(PELAKSANAAN PEK. LAPANGAN, MUTU MATERIAL & 
TERLAKSANA PEK, MANAJEMEN PENYEDIA JASA 
KONSTRUKSI MELALUI E-KATALOG (TERPASANG), 
WAKTU PELAKSANAAN PEK.) 

BAB IV.  INFORMASI KEGIATAN PAKET PEKERJAAN (FOTO-
FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN DARI MASING-MASING 
PAKET PEKERJAAN FISIK). 

f. Laporan Pengendalian Mutu terdiri dari : 
- Hasil Uji pengamatan, pengukuran dan pengujian setiap 

item pekerjaan 
Laporan Pengendalian Mutu dibuat  secara berkala setiap akhir 
bulan sebanyak 5 (lima) buku/Ruas Pengawasan.  

 
g. Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 

(LK3K) 
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Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (LK3K) 
dibuat  secara berkala setiap akhir bulan sebanyak 5 (lima) 
buku/Ruas Pengawasan.  
 
 

h. Back Up Invoice terdiri dari : 
- Daftar hadir disertai dokumentasi personil dilapangan 

(Geotaging Site) 
- Rincian Biaya langsung personil dan biaya langsung non 

personil terdiri dari  
 Daftar Gaji 
 Tiket 
 Bukti Penginapan 
 Bukti Sewa Kantor 
 Bukti Pembelian alat laboratorium 

Back Up Invoice  dibuat  secara berkala setiap akhir bulan 
sebanyak 2 (dua) buku.  

 
 

i. Laporan Akhir terdiri dari : 
- Final quantity (Rangkuman Backup Data dan Request 

Pekerjaan) 
- Final quality (Rangkuman seluruh Quality Control dan 

Quality Assurance) 
- Dokumentasi 100 % 
Laporan ini dibuat pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan 
sebanyak 5 (lima) buku/Ruas Pengawasan, Dengan berakhirnya 
jasa pelayanan Direksi Teknis (akhir kegiatan konstruksi untuk 
tiap-tiap kontrak), suatu laporan akhir harus diserahkan, 
merupakan ringkasan metode konstruksi, pelaksanaan 
pengawasan konstruksi, rekomendasi pada kebutuhan 
pemeliharaan di masa yang akan datang, semua aspek teknis yang 
muncul selama masa konstruksi pekerjaan jalan dan jembatan, 
permasalahan potensial untuk konstruksi baru yang mungkin 
muncul, dan pemberian solusinya, jika ada, untuk beberapa variasi 
perbaikan dalam kegiatan akan datang dengan tampilan yang 
sama dalam lingkup tanggung jawab Pengguna Jasa. Laporan akhir 
juga melampirkan foto kegiatan dan foto copy "Final Quality" dari 
jalan sebagaimana kelengkapan data untuk "leger" jalan dan 
jembatan. 
Masing-masing laporan terdiri dari suatu ringkasan laporan akhir 
pengawasan lapangan dan kegiatan-kegiatan mereka selama 
periode pelayanan Direksi Teknis. Satu bulan sebelum 
berakhirnya pelayanan sebuah draft Iaporan akhir sudah harus 
diserahkan ke PPK yang berisi penjelasan sebagai berikut : 
-  Deskripsi mendetail dari pelaksanaan pelayanan, dan 

pemenuhan penyelesaiannya, dalam kerangka perbaikan 
kegiatan-kegiatan Pengawasan di lingkungan unit kerjanya. 

-  Rekomendasi dalam perubahan kebijakan-kebijakan, prosedur, 
dan operasional dengan maksud memperbaiki kemampuan 
pengawasan pada program pekerjaan di lingkungan unit 
kerjanya. 

Format Laporan Akhir yakni : 
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LEMBAR COVER 
LEMBAR SURAT PENGANTAR LAPORAN  
DAFTAR ISI 
BAB I.   UMUM 

1.1. GAMBARAN UMUM PROYEK (DATA PENYEDIA JASA 
KONSTRUKSI MELALUI E-KATALOG (TERPASANG) & 
DATA KONSULTAN) 

1.2. STRUKTUR ORGANISASI PENGGUNA JASA 
1.3. STRUKTUR ORGANISASI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI 

MELALUI E-KATALOG (TERPASANG) 
1.4. STRUKTUR ORGANISASI KONSULTAN 
1.5. LINGKUP PEKERJAAN (PETA LOKASI & QUARRY 

KEGIATAN) 
BAB II.   REKAPITULASI KEGIATAN PELAKSANAAN FISIK 

2.1. METODE KONSTRUKSI 
2.2. METODE PELAKSANAAN PENGAWASAN KONSTRUKSI 
2.3. MASALAH DAN TINDAK LANJUT 

BAB III.   REKOMENDASI 
           3.1.     KEBUTUHAN PADA MASA PEMELIHARAAN 

3.2. MASALAH POTENSIAL KONSTRUKSI DAN SOLUSINYA           
(VARIASI PERBAIKAN DALAM KEGIATAN) 

LAMPIRAN : 
1. FOTO KEGIATAN 
2. FINAL QAUNTITY 
3. FINAL  QUALITY 
4. BERITA ACARA PHO 

9. PERALATAN, 

MATERIAL, 

PERSONEL DAN 

FASILITAS DARI 

PPK 

Data dan fasilitas berikut akan disediakan PPK bagi Penyedia Jasa 

Konsultansi : 

- Laporan serta data dari studi yang dilakukan sebelumnya serta 

foto-foto yang relevan. 

- Fasilitas Peralatan tidak disediakan oleh PPK  
 

10. PERALATAN 

DAN MATERIAL 

DARI PENYEDIA 

JASA 

KONSULTANSI 

Kelengkapan perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Konstruksi bagi semua personel. 

Penyedia jasa wajib memiliki perlatan penunjang pekerjaan untuk 

mendukung memastikan terjaminnya pelaksanaan pekerjaan yang 

akan digunakan saat kegiatan pengawasan. Peralatan tersebut 

ditunjukan langsung kepada PPK sebelum mobilisasi peralatan 

kelapangan antara lain sand equivalen test, Termometer Asphalt, 

Digital Smart Level, Dynamic Cone Penetrameter(DCP), Sand Cone 

Test, Hammer Test, Meter Saku, Meter Roll, Buku Direksi, Buku Tamu 

dan peralatan lainnya (Per Ruas Penanganan). 

11. LINGKUP 

KEWENANGAN 

PENYEDIA JASA 

A. Tugas dan Kewenangan Penyedia Jasa Konsultansi: 

1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan 

konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan 

pekerjaan di lapangan;  

2) Mengendalikan pemakaian bahan, peralatan, dan metode 

pelaksanaan, serta mengawasi dan memastikan ketepatan 

mutu, waktu, biaya dan adiminstrai pekerjaan konstruksi;  
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3) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi 

kualitas, bahan dan material, kualitas 

pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap 

item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak 

fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di 

setiap periode laporan berkala;  

4) Mengendalikan kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap 

pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan 

lingkungan oleh Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 

(terpasang);  

5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk 

memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah 

yang terjadi selama pekerjaan konstruksi; 

6) Menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta 

membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan 

pengawasan;  

7) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) 

yang diajukan oleh Penyedia Jasa Kontruksi melalui E-Katalog 

(terpasang);  

8) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di 

lapangan (as-built drawing) sebelum serah terima;  

9) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima 

Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, 

dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;  

10) Menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); 

11) Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan 

pekerjaan, dan Serah Terima Pertama (PHO); 

12) Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan 

yang disusun oleh pelaksana.  

B. Hal-hal diluar Kewenangan Penyedia Jasa: 

1) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan; 

2) Menambah jenis item pekerjaan baru; 

3) Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak; 

4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; 

5) Menyetujui perpanjangan waktu kontrak; 

6) Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar 

personil; 

7) Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis. 

12. JANGKA 
WAKTU 
PENYELESAIAN 
KEGIATAN/ 

a. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknis 
Peningkatan Jalan ini adalah selama 129 (seratus dua puluh 
sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah 
Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan oleh PPK. 

b. Jika fisik pekerjaan konstruksi yang diawasi belum mencapai 
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PEKERJAAN 100% sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan Pengawasan Teknis 
tersebut pada Point a. diatas, maka Penyedia Jasa Konsultansi 
WAJIB tetap melakukan pengawasan teknis hingga progress fisik 
mencapai 100% dan tetap bertanggung jawab terhadap 
spesifikasi/mutu, kuantitas/volume dan administrasi proyek 
pekerjaan tersebut (aspek legal formal). 

c. Segala biaya berkaitan dengan Point b. diatas, menjadi 
resiko/tanggung jawab Penyedia Jasa Konsultansi, karena yang 
dibayarkan sesuai Kontrak adalah Jangka Waktu Pengawasan 
sesuai Point a. diatas. 

d. Selama masa pelaksanaan maupun dan masa pemeliharaan 
Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa Konsultansi WAJIB 
melakukan pendampingan terhadap Direksi Pekerjaan pada saat 
Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi oleh Tim Auditor, serta 
Kunjungan Kerja oleh Stakeholders yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

 

13. PENDEKATAN 
DAN 
METODOLOGI 

Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam pekerjaan ini meliputi : 
a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan 

oleh penyedia pekerjaan konstruksi agar hasil pekerjaan sesuai 
dengan gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ada. 

b. Mengukur kuantitas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan 
dan melakukan pemeriksaan untuk pembayaran akhir pekerjaan. 

c. Memeriksa dan menguji mutu bahan-bahan yang digunakan dan 
mutu hasil pekerjaannya. 

d. Menjamin bahwa konstruksi yang sudah selesai telah memenuhi 
syarat. 

e. Memberikan saran-saran mengenai perubahan pekerjaan dan 
tuntutan (claims). 

f. Memberikan rekomendasi atas pengoperasian dan pemeliharaan 
peralatan yang digunakan. 

g. Peninjauan kembali desain, dan melaksanakan pemeriksaan 
gambar terlaksana. 

h. Melaksanakan pemeriksaan gambar terpasang / terbangun secara 
bertahap sesuai progres mutual check dan MC yang dicapai 
sampai dengan 100%. 

i. Melaporkan secara berkala tentang kemajuan pekerjaan dan 
permasalahannya, mutu pekerjaan serta status keuangan proyek, 
berikut kondisi lainnya yang dapat diantisipasi. 
 

14. TENAGA AHLI 1) TENAGA AHLI 
Posisi dan jumlah tenaga ahli dan jumlah man month yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai 
berikut: 
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No 
Paket dan 

Posisi/Jabatan 

Jumlah 
Tenaga 
(Orang) 

Jumlah 
MM 

(Bulan) 
 Paket PW-12 : 

Pengawasan Teknis  
Rehabilitasi Ruas 
Jalan Balauring - 
Wairiang 

  

1 Supervision 
Engineering (SE) 

1 4,30 

    
 
SE        = Supervision Engineering 
 
Tenaga ahli tersebut harus sudah mempunyai sertifikat 
keahlian (SKA) dari asosiasi yang berwenang, untuk bidang 
yang sesuai/sama dengan jenis pekerjaannya.  
 

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
ini adalah yang terdiri dari sebagai berikut : 
 

a.  Supervison Engineering (SE) 
SE adalah pimpinan tim (Team Leader) Konsultan atau Direksi 
Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 
dimana timnya ditugaskan untuk melaksanakan jasa. 
SE mempunyai sertifikat keahlian Pengawasan Jalan dan Jembatan 
yang dikeluarkan oleh Asosiasi terkait dengan dilegalisasi oleh 
Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK). 
Supervision Engineering yang disyaratkan adalah seorang 
Sarjana Teknik Sipil (S1) yang telah lulus dari suatu perguruan 
tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang telah disamakan atau 
perguruan tinggi internasional yang diakui. Untuk perguruan tinggi 
swasta yang belum disamakan, harus telah lulus ujian Negara.  

 

SE juga disyaratkan yang berpengalaman dalam melaksanakan 
pekerjaan jalan dan jembatan minimal  1 (satu) Tahun. Diutamakan 
yang telah mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-
PU-an dari LPJK. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah 
memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim 
kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan 
dinyatakan selesai. Memiliki NPWP, Surat Keterangan Pengalaman 
Pekerjaan/Curriculum Vitae (CV) dan telah membayar Pajak 
Penghasilan Tahunan. 

 

Tugas-tugas SE akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal 
yang tersebut di bawah ini  : 
1. Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua 

pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) sehingga dapat 
memudahkan PPK 04 Program Penyelenggaraan Jalan Bidang 
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Provinsi Nusa Tenggara Timur  mengambil keputusan-
keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan 
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pengembalian kondisi dan pekerjaan minor mendahului 
pekerjaan utama serta rekayasa terperinci lainnya. 

2. Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa 
pekerjaan pada semua lokasi di lapangan dimana pekerjaan 
konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan 
tertulis kepada Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang) mengenai apa yang sebenarnya dituntut dalam 
pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan 
secara umum. 

3. Mengupayakan bahwa Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang) memahami dokumen Kontrak secara 
benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi 
serta gambar-gambar, dan Penyedia Jasa Konstruksi melalui 
E-Katalog (terpasang) menerapkan teknik pelaksanaan 
konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk 
berbagai macam kegiatan pekerjaan. 

4. Membuat rekomendasi kepada PPK 04 Program 
Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur 
untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material. 

5. Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) pada lembar 
kemajuan pekerjaan (progress schedule) yang telah disetujui. 

6. Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan 
dan melaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan 
pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada buku 
Spesikasi Umum 2018  dan hal itu benar-benar berpengaruh 
terhadap jadual penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal 
demikian, maka SE juga membuat rekomendasi secara tertulis 
bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut. 

7. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran 
setiap pekerjaan yang telah selesai  

8. Menjamin bahwa sebelum Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang) diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan 
berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yangakan 
tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah 
diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam 
Dokumen Kontrak. 

9. Memberi rekomendasi kepada PPK 04 Program 
Penyelenggaraan Jalan Provinsi Bidang Bina Marga Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang 
telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat 
pembayaran bulanan Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-
Katalog (terpasang). 

10. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar sebagai 
bahan untuk PPK 04 Program Penyelenggaraan Jalan Bidang 
Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap akan 
memerintahkan perubahan pekerjaan. 

11. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya 
Terbangun/Terpasang (as built drawing) dan mengupayakan 
agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum 
Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). 
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12. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar 
kerja dan analisa/perhitungan-perhitungan konstruksinya 
dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang) sebelum pelaksanaan. 

13. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan 
harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, 
pengukuran, gambar-gambar dan lainnya. 

14. Membuat laporan-laporan seperti tersebut pada Bagian 8 
Kerangka Acuan Kerja ini, mengenai kemajuan fisik dan 
keuangan proyek yang ada dibawah wewenangnya dan 
menyerahkan kepada PPK 04 Program Penyelenggaraan Jalan 
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta instansi lain yang 
terkait tepat pada waktunya. 

15. Wajib melaksanakan monitoring dan pengawasan ke lokasi 
pekerjaan setiap minggu dan membuat laporan kemajuan 
pekerjaan baik secara tertulis maupun lisan kepada PPK 04 
Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
 

b. TENAGA PENDUKUNG 
a. Inspector (I)/Surveyor (S) 

Inspector dan Surveyor bertanggung jawab langsung kepada SE 
dan harus melakukan koordinasi dengan SE (jika diperlukan) 
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dilapangan. 
Berpengalaman dalam bidang Pengawasan Teknis Jalan dan 
Jembatan, pendidikan minimal D3 Teknik Sipil memiliki 
pengalaman kerja 1 (satu) tahun. 
Tanggung jawabnya meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal 
sebagai berikut : 
- Membantu SE dalam melaksanakan pengawasan terhadap   

pelaksanaan konstruksi oleh Penyedia Jasa Konstruksi melalui 
E-Katalog (terpasang) di lapangan. 

- Membuat laporan harian tentang kemajuan pekerjaan Penyedia 
Jasa Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang), mencatat 
penggunaan material, alat dan jumlah tenaga Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang)   yang bekerja pada 
hari yang bersangkutan. 

- Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada SE. 
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah 
- Membantu SE dalam melaksanakan rekayasa lapangan. 
- Bersama-sama dengan inspector melakukan pengukuran dan  

perhitungan  atas pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi melalui 
E-Katalog (terpasang). 

- Melaporkan hasil pengukuran pekerjaan kepada SE. 
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah 

b. Laboratorium Technician (Lt) 
Bertanggung jawab langsung kepada SE dan harus melakukan 
koordinasi dengan SE dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
surveyor. 
Berpengalaman dalam bidang Pengawasan Teknis Jalan dan 
Jembatan, pendidikan minimal D3 Teknik Sipil memiliki 
pengalaman kerja 1 (satu) tahun. Di utamakan yang memiliki 
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Sertifikat Keahlian.  
Untuk Pengawasan Teknis Jalan, tanggung jawabnya meliputi, 
tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 
1. Membantu SE dalam melaksanakan uji mutu di laboratorium 

maupun lapangan terhadap pekerjaan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang). 

2. Bersama-sama dengan inspector melakukan test kegiatan 
mutu di lapangan. 

3. Melaporkan hasil pengujian kepada SE. 
4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah 
5. Melakukan Pengawasan terhadap bukaan Cold Bin AMP 
6. Melakukan Pengawasan terhadap pencampuran di Hot Bin 

AMP agar sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan. 
7. Melakukan Pengawasan terhadap suhu pencampuran agar 

sesuai dengan toleransi yang  ditetapkan dalam Spesifikasi 
Untuk Pengawasan Teknis Jembatan, tanggung jawabnya meliputi, 
tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 
1. Membantu SE dalam melaksanakan uji mutu di laboratorium 

maupun lapangan terhadap pekerjaan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang). 

2. Bersama-sama dengan inspector melakukan test kegiatan 
mutu di lapangan. 

3. Melaporkan hasil pengujian kepada SE. 
4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah 
5. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembesian dan 

pembetonan jembatan. 
6. Melakukan Pengawasan terhadap komposisi dan spesifikasi 

pada pekerjaan pembesian dan pembetonan. 
 

c. Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
Bertanggung jawab langsung kepada SE dan harus melakukan 
koordinasi dengan SE dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
Petugas K3 
Berpengalaman dalam bidang Pengawasan Teknis Jalan dan 
Jembatan, pendidikan minimal STM/SMU memiliki pengalaman 
kerja 1 (satu) tahun. Untuk Pengawasan Teknis Jalan, tanggung 
jawabnya meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Menerapkan peraturan perundangundangan terkait K3 di 

tempat kerja 
2. Melakukan komunikasi di tempat kerja 
3. Melakukan persiapan pelaksanaan K3  
4. Melakukan identifikasi bahaya dan resiko pekerjaan 
5. Melaksanakan prosedur kerja K3 di tempat kerja 

 
 

15. METODE 
PEMBAYARAN 

1. Pembayaran untuk hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilakukan 
berdasarkan prestasi man month yang tercantum dalam 
tagihan/invoice pembayaran dan akan ditransfer ke Rekening 
Penyedia Jasa sesuai Kontrak. 
 

2. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan permintaan 
pembayaran oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan 
pengurangan-pengurangan sebagai berikut : 
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a. Prestasi yang dicapai sampai dengan bulan/angsuran yang 
berlalu. 

b. Pengembalian uang muka 20% dari nilai prestasi yang dicapai 
bulan ini (nilai prestasi sampai dengan bulan ini kurang nilai 
prestasi sampai dengan bulan lalu), sampai lunas. 

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11/110 dari nilai prestasi 
yang dicapai bulan ini. 
 
 

3. Setelah kontrak ditandatangani, Penyedia Jasa berhak mendapatkan 
pembayaran uang muka dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia paling tinggi 20% 

(dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.  
b. Penyedia Jasa harus menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 

20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak berupa garansi 
Bank pemerintah/Lembaga Keuangan lainnya yang telah 
ditunjuk oleh Departemen Keuangan kepada Pengguna 
Anggaran. Pengajuan uang muka dilakukan secara tertulis 
kepada Pengguna Anggaran disertai : 

c. Rencana Penggunaan dan Kebutuhan. 
Uang Muka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari 
harga kontrak. Jaminan Uang Muka tersebut akan dikembalikan oleh 
Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa setelah pengembalian uang muka 
yang diperhitungkan pada setiap pembayaran lunas seluruhnya atau 
paling lambat pengembalian/cicilan uang muka tersebut lunas pada 
saat prestasi pekerjaan mencapai 100% atau sebelum dilakukan Serah 
Terima Pekerjaan Selesai.  
 
 

4. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini dibiayai dari Dokumen 
Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA SKPD) Dinas PUPR TA.2023 Nomor : 
DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023 Tanggal 15 
Februari 2023 
 
 

5. Penyedia Jasa tidak menuntut apabila : 
- Tidak tersedianya anggaran untuk paket pekerjaan tersebut 

diatas, pada DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, dan 
atau; 

- Tidak cukup tersedianya pagu dana untuk paket pekerjaan 
dimaksud, pada DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. 

16. SASARAN Sasaran pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Peningkatan 
Jalan dan Jembatan ini, adalah tercapainya hasil Pekerjaan Konstruksi 
Jalan dan Jembatan tersebut di atas sesuai dengan isi dokumen 
kontrak, sehingga kinerja jalan dan jembatan yang ditangani 
diharapkan dapat memberikan layanannya sampai akhir umur 
rencana. 
Disamping itu, sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam hal 
menyangkut masalah pengendalian teknis di lapangan dan 
administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada Penyedia 
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Jasa ini. 
 
 
 

17. S A N K S I Pengertian pihak terkait untuk klausul ini 

Definisi tentang orang-orang, organisasi dan pekerjaan yang dimana 
klausul ini berlaku adalah: 

• Pemilik dan Direktur yang dicalonkan atau calon perusahaan 
Konsultan Pengawas akan menjadi penanggung jawab  untuk 
memastikan bahwa semua tindakan Konsultan Pengawas serta 
semua pihak yang bertindak atas nama Konsultan Pengawas 
mematuhi ketentuan kontrak; 

• Secara terpisah, Supervision Engineer akan bertanggung jawab 
terhadap semua tindakan yang diambil semua orang atas 
namanya; 

• Dalam penafsiran terhadap klausul ini, pekerjaan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui E-Katalog (terpasang) termasuk semua yang 
bertindak atas nama Penyedia Jasa Konstruksi melalui E-Katalog 
(terpasang) seperti supplier dan subPenyedia Jasa Konstruksi 
melalui E-Katalog (terpasang), serta kepatuhan pada kontrak 
berarti kepatuhan pada spesifikasi, gambar desain, Bill of Quantity 
dan/atau semua dokumen kontrak terkait; 

• Definisi pekerjaan termasuk material yang digunakan, metode 
pelaksanaan pekerjaan dan hasil akhir yang terbangun. 

Sanksi 

Kegagalan Konsultan Pengawas dan semua yang bertindak atas 
namanya, untuk memenuhi setiap standar profesional dan etis akan 
mengakibatkan dijatuhkannya sangsi sampai hal tersebut diselesaikan 
sesuai dengan yang ditetapkan PPK, atau apabila terjadi pemutusan 
kontrak, selama jangka waktu setelahnya.  

Dalam kasus apapun, pemberitahuan tentang kegagalan memenuhi 
standar pelayanan yang diharapkan akan diberikan dalam bentuk 
tertulis dari PPK atau perwakilan yang ditunjuk untuk bertindak atas 
nama PPK. 

Sanksi-sanksi dimaksud adalah: 

1. Pada kegagalan pertama, Konsultan Pengawas akan menerima 
surat peringatan dari klien, yang memberikan gambaran tentang 
kejadian, menunjuk kinerja gagal, dan bahwa kegagalan tersebut 
harus diperbaiki, serta tidak diulangi lagi demi menghindari 
sangsi lebih lanjut. 

Ketidakpatuhan dengan klausul-klausul yang terdaftar pada 
Tabel D1 Lampiran D akan mengakibatkan dikenakannya sangsi 
ini; 

2. Kedua kali, dan setelah terjadi pengulangan ketidakpatuhan, 
tergantung pada keseriusan kejadian menurut PPK, klien akan 
memberikan instruksi kepada Konsultan Pengawas untuk: 
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• Mengeluarkan pihak yang bertanggung jawab dari proyek 
dan menggantinya atas biaya sendiri; dan/atau 

• Mendapatkan pengurangan dalam biaya supervisi per bulan 
sebesar tidak kurang dari 10% total biaya supervisi proyek 
per bulan untuk setiap bulan dimana terjadi ketidakpatuhan 
yang sama; dan/atau 

• Diberhentikan dari penugasan sebagai Konsultan Pengawas 
tanpa peluang untuk pemulihan biaya masa depan yang telah 
dibayarkan; dan/atau 

• Memahami bahwa satu kinerja tak memuaskan akan dicatat 
dalam berkas-berkas operasional yang dipegang PPK untuk 
perusahaan Konsultan Supervisi, berkas Pemilik dan direktur 
perusahaan Konsultan Supervisi yang ditunjuk serta berkas 
Supervision Engineer yang dipandang bertanggung jawab 
untuk kegagalan kinerja. Catatan kinerja tersebut akan 
diberikan kepada panel evaluasi penawaran Konsultan 
Pengawas di masa depan selama 2 tahun setelah tanggal 
kejadian kedua tersebut. 

Ketidakpatuhan dengan klausul-klausul yang terdaftar pada Tabel D2 

Lampiran D merujuk kepada kejadian ketidakpatuhan kedua.  Tabel 

D3 merujuk kepada pengulangan ketidakpatuhan terkait sejumlah isu 

yang paling serius.  Setiap Tabel menunjukkan matriks sanksi yang 

akan dikenakan.  

18. 
 
 
 
 
 
 

PERSYARATAN 
PENYEDIA 
 

Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha  (SBU) dalam kegiatan ini adalah 
Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE 
202). 

19. 
 
 
 
 
 
 

PENYEDIA JASA 
KONSTRUKSI 
 
 
 
  

Jenis Pelelangan Pekerjaan Fisik dengan E-Catalogue (Terpasang) , 
Penyedia Jasa Konsultansi Wajib melakukan pengawasan apabila 
Penyedia Jasa Kontruksi lebih dari 1 (satu) penyedia. 

 

 

 

 

 


